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Mengusahakan Legislasi Perubahan IKlim yvang Tepat

ndang-undang (UL
l wengenal perubahan ik-
lim sudah masuk ke da-

lam Program Legislasi Nasional
tahunan  prioritas. Pada  saat
yvang sama, DPR memasukkan
pembahasan  perubahan UL
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (PPLH) se-
bagai  Prolegnas  Prioritas,
Akhirnya, dalam pembahasan
revisi UU PPLH diusulkan un-
tuk menggabungkan kedua ra
cangan undang-undang (RUU)
itu schinggn substansi perubah-
an iklim terintegrasi dengan re-
zim UL PPLH.

Tulisan  ini

berusaha  me-
nanggapi wacana lersehut de-
ngan argumen ketidaksetujuan
karena paradigma yang tidak
tepat. Jawaban ini sebenarnya
sudih disedinkan kerangka ber-
pikirnya melalui  Pendapat
Mahkamah Internasional me-
ngenai appropriate  measures
dan best availahle science untuk
menangani - perubahan  iklim,
1k |N:r|u,,|

Karer
parullgm.i integrasi
perubahan iklim ini

Uji tuntas
l’vntl:m:al Mahkamah lﬂtul'-

s (cle i ;r'mv-) Konsep
ini oleh Andri Gunawan Wibi-
sana (Rompas, 4/6/2026) dise-
but sebagai regudatory due dili-
yaitu negara harus mel
kukan uji tuntas terhadap sel
rub regulasi terkait, Maka dari
itu,  sebenarnya  penyusunan
RUL mengenai perubahan ik-
lim ini menjadi sebuah momen-
tum untuk mengusahakan re-
gulasi domestik Indon yang
benar-benar mengatasi - peru-
hahan iklim sebelum Indon
melakukan uji tuntas terhs
regulasinya sendiri.

Parameter atas uji tuntas itu,
menurut Pendapat Mahkamah
Internasional, adalah ketepatan
langkah (appropriate measures)
dan PENEELNGGEIN SAINS Yang P

ling maju (hest avadable sei-
ence) (para 281-284). Dua pa-
rameter ini oleh Pendapat Mah-
kamah Internasional telah di-
tafsirkan, tetapi tidak begitu de-
tail. Best availoble sctence di-
ukur paling jelas me
temuan Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change (1PCC)
(para 284 dan 287). Laporan
IPCC dan dokumen yang mere-
ka keluarkan menjadi rujukan
utama mum-mukun kl’ﬁ{'!‘\ll?
dengan sains.

Selain itu, Mahkamah Inter-
nasional mengaitkan appropri-
ate measures dengan merujuk
standar internasional, perkem-
hangan sains dan teknologi, ser-
ta tindakan kehati-hatian (para

1-3008),

Dalam hal menentukan kete-
patan model legislasi, Pendap:
Mahkamah Internasional d:
dua parameter itu bisa dinil
dari tiga hal, yaitu standarin-
ternasional, perkembangan ke-
ilmuan, dan perkembangan di
wa lain. Karena itu, model
i s berka-
temuan
IPCC, dibarengi kesesuaian de-
ngan  kewajiban  internasional
dan arah pengaturannya

Temuan TPCC yang relevan
adalah secara konsep sistem ik-
lim diakui sebagai bagian dari
lingkungan  hidup  (Working
Group 1 Sixth /
port), Ini terli
argumen da askah Urgen-
si RUU Pengelolaan Lingkung-
an Hidup dan Perubahan Lklim
hahwa perubahan iklim ad:
satu kesatuan sebagai masalah
lingkungan, Namun, terlalu ee-
pat untuk menyimpulkan itu
menjadi n menggabung-
kan dua rezim UU berbeda.

Temuan TPCC itu memang
dijustifikasi Pendapat Mahka-
mith Internasional sebagai fakta
dan kerangka dalam hukum pe-
nanganan perubahan iklim. Da-
i i Mahkamah
Internasional menarik kesim-
pulan penanganan perubahan
iklim dapat menggunakan per-
aturan internas vang bera-
gam. Oleh kare
spectalis untuk konvensi per-
ubahan iklim untuk mengesam-
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pingkan konvensi lingkungan
hidup tidak bisa diterima (para
171). Kedua rezim konvensi itu
kumplumenlu: bahkan dengan
m internasional dalam
1o menangani perubahan

rujukan Indonesia.
lah yang saling berhubungan
bukan menjadi justifikasi untuk
mengakomodasinya dalam satu
aturan. Justru keterkaitan itu
haruslah  direspons  dengan

mengarusutamakan  peraturan
l‘l I

terkait  dan  membentuk
pengarusutamaannya be:
kan kerangka intern:
bagal knmplementer.
Perubahan sistemik
Menurut temuan 1IPCC
nya, mitigasi dan adaptasi per-
ubshan iklim  ditujukan me-
respons risiko perubahan iklim.
Mitigasi divakinbsehagai upay:
menurunkan risiko di masa d

pan dengan penurunan emis
gas rumah kaca, sedangkan
ack wb.lgai upaya  me-

o

ri ri ||-cn |wrnh!h.|n iklim i
masa kini (Working Group IH
Sixth Assessment Report). 1PCC
dan Mahkamah Internasional
suma-sama menyatakan dua hal
ini harus dilakukan bersama,

asi dalam perkembang-
mg berusaha me-

lingkungan hidup, regu
berusaha mereduksi risiko ter-
Jadin pencemaran . dan/atau
kerusakan lingkungan  hidup.
u diwujudkan dengan
mengusahakan setiap individu
atau entitas yang  berpotensi
mencemari atau merusak ling-
kungan patuh pada ketentuan
pengelolaan 0. Menurut
Veerle Heyvaert, dalam "Go
verning Climate Change: To-
wards New Paradigm for Risk
ation”, pendekatan regu-
iko lingkungan  hidup
mbang untuk menangani
alam tingkat individual.

alau melihat temuan IP-
CC, risiko perubahan iklim ti
dak dapat ditangani Ve
risiko lingkungan hidup, 1PCC

z

menganjurkan untuk mlllg.m
melakukan transtorma
mik, sedangkan adapt
kukan lewat pembangunan ber-
ketahanan iklim. Kedua anjur-
an itu menuntut perubahan
temik berupa keseluruhan ke-
hidupan manusia dalam pro-
duksi, konsumsi, dan aktivitas
lainnya.

Hal ini sesuai pendapat Hey-
vaert mengenai regulasi per-
uhahan iklim digunakan untuk
mendorong  perubahan  kehi-
dupan sistemik, Maka, regulasi
risiko konvensional lingkungan
hidup tidak ]-mmp.mbvi dengan
regulasi perubahan i

Hal yang harus  dile
Justru menyesuaikan  regh
lingkungan hidup dengan kebu-
tuban penanganan perubahan
iklim, Sehab, usaha perubahan
temik dalam repgulasi adalah
pengarusutamaan regulasi dari
rezim peraturan lain Konteks
regulasi lingkungan hidup vang
diatur dilakukan pengarusuta-
maan perubahan iklim berupa
penyesuaian  respons  untuk
dampak  langsung  perubal
iklim dan dampak dari kebijak-
an ikhim pada lingkungan. Hal
ini juga dilakukan dalam berba-
gai peraturan, Maka, pengsa
bungan tidak menjadi opsi tepat
karcna perubahan iklim juga
harus  menyesuaikan  norma
peraturan perundang-undang-
an lain.

Model legislasi yang tepat

Pengarusutamaan  regulasi
adl konsep reg peru-
bahan iklim yang dianjurkan
S0C perkembangan teoretis
dan anjuran IPCC, yang seha
rusnya dilakukan dengan per-
ubahan ULL Revisi UU PPLIL
dan pembentukan RUU . per-
ubahan iklim pada akhirnya ti-
dak perlu digabung. Justru UU
PPLH diusshakan perubahan
menyesuaikan kebutuhan per-
ubahan iklim dalam instrumen
dan regulasinya.

Selain itu, pengarusutamaan
menuntut model legislasi untuk
RUU perubahan iklim men-
dorong  perubahan hi‘ll\ il
UL untuk menny
butuhan peruba

kaca pada negara lain, praktik
lLbl\lJbl perubahan iklim tidak
1 A-;Mng Fi]ipl
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rikan

n:Jm dan  menyes
dengan kel
a. Bahkan, J
membagi UL untuk  adapt
dan mitigasi.

Indonesia harus melihat ke-
butuhan ini dan mengedepan-
kan paradigma pengarusulama-
an daripada integrasi UU. De-
ngan demikian, UU perubahan
iklim secara ideal adalah ke-
rangka vang mengubah UL lain
dalam rangka pengarus na-
an norma perubahan iklim

Rubrik ini menerima artikel dengan
topik aktual, relevan dan menyangkut
kepentingan publik. Artikel hanya
dikirim ke Opini Kompas. Panjang
artikel maksimal 5.000 karakter
dengan spasi. Kirim ke
www.kompas.id/kirim-opini
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Sejumlah akademisi
dan aktivis membentuk
Kubinet Bayangan.
Semoga bayangannya
dilihat menteri aslinya.

*

SPPG baru akan dipri-
oritaskan di daerah de-
ngan prevalensi tengkes
tinggi dan daerah 3T,
Kok enggak dari awal
dulu?
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Ada 26 orang meninggal
per hari karena kecela-
kaan kerja.

Mereka manusia lho,
bulan angka statistik
belaka.,..
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